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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. 

Koefisien positif menunjukan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan (PBB-P2) yang mengalami peningkatan akan memberikan efek yang 

baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. 

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,890. Nilai ini berarti bahwa sebesar 89,00% 

pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo dijelaskan oleh pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara itu sebesar 11,00% 

menjadi variabilitas variabel lain terhadap pendapatan asli daerah (PAD) seperti 

variabel jenis lainnya dari pajak daerah tingkat Kabupaten, retribusi daerah, hasil 

kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, 

produk domestik regional bruto (PDRB) serta belanja pembangunan sarana dan 

prasarana daerah. 

.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Badan Keuangan Kabupaten 

Gorontalo menetapkan dan mengupdate tarif pajak dan nilai NJOP yang lebih 

tinggi terutama bagi daerah dengan tingkat keramaian atau adanya akses 
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pentng untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pada daerah yang 

ramai sehingga pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan 

perdesaan perkotaan (PBB P2) akan semakin tinggi. Kemudian dengan aktif 

melakukan sosialisasi dan pelatihan serta motivasi bagi pegawai terutama 

bagian lapangan yang melakukan penagihan pajak. 

2. Perlunya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal 

dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan 

dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem 

manajemen keuangan daerah serta melakukan koordinasi yang aktif baik 

secara vertikal maupun horizontal. Dengan hal ini maka pemerintah 

Kabupaten Gorontalo akan semakin baik dalam LPPD dan LKPD. 

3. Perlunya untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

yang didalamnya terdapat juga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB P2) dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan 

kepada wajib pajak, perlunya sistem informasi perpajakan berbasis 

web/internet dan sejenisnya, serta perlunya pelayanan pajak keliling (Tax 

Mobile). Kemudian mengoptimalkan penerapan Sanksi kepada wajib pajak 

yang tidak memenuhi kewajiban, Pemberian Sosialisasi, Papan Informasi, 

Brosur, Banner, Baliho untuk meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan 

ketaatan wajib pajak, dan Sarana dan Prasarana perpajakan daerah yang 

memadai untuk Akses dan Kemudahan dalam perpajakan daerah khususnya 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 
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4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan 

melakukan inovasi pada model dan metode penelitian dimana alangkah 

baiknya peneliti selanjutnya membandingkan sejauh mana efektivitas dari 

pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sebelum dan 

sesudah adanya peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

(PBB-P2). 
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